BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan dalam permasalahan
pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam
perkara pidana korupsi di Indonesia masih belum maksimal dalam
pelaksanaannya. Meskipun sudah ada suatu mekanisme aturan yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai
perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun di dalam undang-undang
tersebut, nyata-nyata telah mengatur mengenai bentuk perlindungan yang
diberikan terhadap saksi dan korban, serta dibentuknya suatu lembaga
perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu LPSK tapi ternyata tetap belum
mampu untuk memberikan jaminan hukum.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum
terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi adalah adanya keengganan dari
sebagian besar masyarakat untuk memberikan kesaksian dan keterangan
mengenai adanya indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, yang
dikarenakan ketakutan mereka akan tidak terjaminnya rasa aman dan

ketentraman hidup mereka walaupun sudah ada peraturan perundang-
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undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan dan
mengalakkan pada upaya pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur
mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena
diharapkan dengan lebih meningkatkan sosisalisasi terhadap Undang-Undang
ini diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa
ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan
terhadap saksi.

2. Perlu kiranya meningkatkan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan
korban (LPSK) sebagai bentuk nyata kontrol terhadap mekanisme
pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia serta peningkatan kerjasama dan
peran serta nyata antara pihak-pihak yang terkait langsung dengan mekanisme
perlindungan terhadap saksi ini seperti : kepolisiaan, kejaksaan, lembaga
bantuan hukum termasuk advocat, pengadilan serta tidak ketinggalan yang
paling penting adalah peran serta dari pihak masyarakat itu sendiri.
Diharapkan dengan peningkatan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait
maka permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi khususnya untuk

kasus korupsi akan dapat segera terselesaikan.
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3. Perlu secepatnya untuk membentuk LPSK di daerah-daerah, sehingga

perlindungan terhadap orban  dapat dilaksanakan secara

dungan terhadap saksi dan
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